WALI KOTA MEDAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WaAL] KOTA MEDAN
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTAMG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TERNIS SEKOLAH DASAR
NEGERT PADA DINAS PERNDIDIKAN KOTA MEDAN

KMenimbang

Mengingat

bahwa untult melalsanalean lketentuan Pasal
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2017
tentang Rinecian Tugas dan Fungs! Dinas Pendidilarn
Kpota Medan, perlu membentuk Peraturan Wali Koma
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sekolah
Dazar Megerl Pada Dinas Pendidikan RKota Medan.

DEMNGAN FAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WaLl KOTA MEDAN,

Pasal 13 ayar (6] Undang-Undang Dasar MNegara
Eepublik Tndonesis Tahun 1945;

Undang-Undang MNomor 2 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Dacrah Otonom  Kota.-Kota Basan
Dalaan  Lingkungan Dacrah  FPropinsl  Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 1956 Nomer 59, Tambabhan Lembaran
Negara Republik ndonesta Nomer 1092);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistemn  Pendidikan Nasional (Lembaran MNogurs
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomer 7B
Tambshan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 301},

Undang-Undang MNomor 25 Tahun 2009 teniang
Pelayanan Publik  {Lembaran Negaras Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 112, Tambahan
Lembearan Negara Republik Indonesia Nomor 303385

Undang-Undang Nomor 5 Tahusm 2014 temiang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indoregia Tanun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Repubitk Indonesia Nomor 5394,



Undaneg-Undareg Nomor 23 Tabun 2404 (eniang
Pemerintahan Dacrah [Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2014 Momes: 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 5587
sebagaimana telah Jdiubal beberapa kali tesakhir
dengan Undang-Undang Nemor 9 Tshun 2015
rentang Perubakan Kedua Atss Undang-Undang
Momor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah  [Lembaran  Negara Republik  ITndonesiz
Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Hepublik Tndonesia Nomor S679); )

Undang-Undang Homor 3 Tahun 2004 lenang
Administrasi  Pemerintaban  [Lembaran  Negara
Hepublik  Indenesia Tahun 2014 Nomor 2032
Tambahan Lembzran Negava Republik Indonesia
Homor 3601];

Peratiran  Pemerimtah  Nomor 220 Tghun 1972
tentang Porluasan Dasrah Kotamadyas Medsn
{Lembaran Megara Fepublik Indonesia Tahun 1973
fomer 28, Tambahan Lembaran Mepava Republik
lidonesia Nomor Z003);

Peraturan  Pem@rintzh  Nomor 30 Tahun 19%]
tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan
Mardinding [ Wilayah Kabupsten Daerah
Tingkat Il Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huts
Bavu Haje Dan Ujung Padeng Di Wilavah
Kabupaten Daerah Tingkat T Simalungun
Kecamatan Parbulupn 21 Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkst [I Dairi Dan Kecamatan Medan
Fetisgh, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medasn
Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan
Amplas Dan Medan Area TH Wilayah Kotamadya
Daarah Tingkst IT Medan Dalam Wilayah Propinst
Dacrah  Tingkat T Sumatera Hara (Lembarzsr
Megara Fepublik Indonesia Tahun 199! Nomor 571,

.Puraturan  Pemerinitah Nomor 35 Tahun 1992
teiitang  Pembentukan 18 (Delapan Belas)
Kecamaran D Wilayah Habupaten-Keabupaten
Dacrah Tingkat 1T Simalungun, Dairi) Tapanuol
Selatan, Hare, Tapanull Usera, Tapanuli Tenpahn,
Wias, langkat dan Wiayah Kotmmadys Daerah
Tingkat T Madan dalars Wilayah Propinsi Daersh
Tingkat | Surmstera Utars [Lembuaran Negaes
Republik Indonesia Tahun 1992 Momor 55);



&

i,

SPeraturan Pemerintah Nomor 19 Tabune 2005

terteng Standar Masional Fendidiken [Lembaran
Nepara Republik Tndonesia Tahun 2005 Nomor 4
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4498}, sebagaimana telah diubab dengan
Peraturan Femcrintah Nomor 13 Tahun 2013
ientang  Perubghan Kedua Atas Feraturan
Pereriniah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standsr
Nastonal Pendidikan (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indenesia Nomor 56708

Peraturen Pomerintal Nomor £7 Tehun 2008

tentang Waih Belajar (Lembaran MNegara Repubbk
Indenesia  Tghun 2062 Nomor 90, Tambahan
Lernbaran Nepare Republik lndonesia Nomor 4803 %
Peraturan Pemeriniah Nomeor <8 Tabun: 2008
tentang Pendanasn pendidikan ilembaran Mogara
Republile [mdeonesia Tabhun 2008 Nemor 01,
Tambahan Lembaran Negara Eepublilk Indones:s

Naormor $B&d);

Peraturan Pemerntah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolahan dan Penyelengparaan
Fendidikan (Lembaran Negera Republilk Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lombarsn
Megara  Repuhhile ndonesia  Nomor  5105)
grbagsimana  telak  diobah  dongan Peraturen
Femerinialhi Nomor 66 Tahun 2010 iendang
Perubahan Atas Peraturan Pemeriniagh Momor 17
Tahitn 2010 tentary Pengelolahan dan
Penyvelengearaan  Pendidikan  (Lembaran  Megara
Hepublik  Indonesia Tahun 2010 Nomer 1132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 3137];

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavaan

Moot 19 Tahiun 2007 tentang Standar Pengel
Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar
Menengals

Peraturan  Menieri Dalam  Negeri  Nomor 12
Tahun 20617 lentzng Pedoman Pembertulkan Dan
Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unii Pelaksana
Teknis Daeran [Berits Negara Republilk Indonesia
Tahun 2017 Momaor 235} i

T



17 Peraturen  Daerah: Rota Medan Nomor 135
Tehun 2016 teatang Pembentukan Perangkar
Daerah lota Medan (Lembaran Daerah Kota hedan
Tahun 2016 HMNomor 15, Tembshan Lembaran
Daerah Kota Medan Nomor 5);

18. Peratwar Wali Koma Medan Noamor 1 Tahun 20717
teniang Kedudukan, 3usunan Organisasi Tugss
Dan Fungsi, Dan Tata Hera Perangkat Deeran
{Barita Dasrvah Kota Medan Tehuan 2017 Nomor B |
sebagpaiana telak diubah dengar Poraturan Wali
Eota Medan Nomor 40 Tahun 2017 tentang
Perubabian Atas Permturan Wali Koz Medan
Womor 1 Tahen 2017 feéntang Kedudukan
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata
Kera Peranghat Daerzh [Berita Daerah Kots Medzz
Tehun 2017 Momor 40

19. Peraturan Wali Kota Medan Nameor 58 Tahun 2017
lentang  Rincian  Tugas  dan Fungsi  Dinas
Pendidikan Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan
Tahun 2017 Kemor 58);

MEMUTUSKAT:

Menetapkan ;  PERATURAN WALT KOTA TENTANG PEMBENTUKANM
UBRIT  PELAKSANA TEENIS SEKQLAH DaSal
NEGERLD PADA DIMNAS PENDIEMEAN KOTA MEDAN.

FAB T
HIETENTUAN MU

Pasal §
Dalam Peraturan Wall Kota ind vang dimslesud deagam;
1. Daerah adalah Keota Medan.

2. Femerintahar Dagrah adalal penyelenggaraan LT SET
pemterintahen oleh permerbntabl deecah dan dewan perwakian
rakyat daerah memirut asas otononi dan tugas pembaniuan
denigan prinsip otononil seluas-luasnva dalam sistem dan prinsip
Megara HKesatven Republik Inderesis sehagaimana  dimaksud
dalem  Undang-Undang  Dassar  Negara  Hepubhx  Indonesia
Tahun 19435,

3. Pemeriniah TDaerak adalah Wak Kota sehapal LRSI
penyelenggara Pemerintabhan Drerah VAR memimpin
pelakmanaan urusan pemeriniahan yvang menjadi kewenpngsn
daerah otonom,

4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
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Dinag adalah Thinag Pendidikan Kota Medan.
Kepala Uinas adzlah Kepala Tines Pendigikan Kota Medan.
Sekretaris adalah Scleretaris Dinas Pendidilcan Kota Medan,

Bekolah Dasar Megeri wvang selanjutnyva disingkat 30 Negen
afaleh sptuan pendidikan formal tingkat dasar,

Kepala Zekolah Dasar Negeri adalah guru vang diberd tugas
tambahan sebagai lepals sekolah;

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnyz disingleat UPT adaial
UPT Seliolah Dasar Neger pada Dinas Pendigikan Kota Medan

BAB i
PEMBENTUKAN, HEDUDUEKAN, TUGAS, FUNGS] TAN
SUSUNAN ORGANISAS]

Bagian Kesatu
Pembentilkan

Pasat 2

Walli Kota membentuk UPT Scholah Dasar Neger di hnghungan
Diitiug,

UFT sebageimans yeng dimaksud pada ayat (1) rerdapst dalam
lampiran | vang merupakan bapian vang tidak terpisahlan dan
peraturan wali Kota ind

Bagian Kedua
Kedudukan, Tuges dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudulean

Pasal E;I

UPT Bekolah Dasar Negerl merapakan UPT vang berada
hngkungan Dinas.

UPT Sekolah Dasar Negeri sebegaimana dimaksied pads ayvac |1
dipimpin oleh secrang pejabal fungsional guro vang diberi tugas
tambahan sebagal Kepala UPT vang berkedudukan di bawah dan
bertangzungawal kepada Kepala Dinas melalul Sekretaris.



Pavagraf &
Tuges Dan Funpgsi

Pasald

UPT Sekolah Desar Negerl mempunyai tugas menyelenggsrakan
Proses lajar  rmengajsr dan pelayanan  penddidikan lingkuo
pendidikan sekolah dasar berdasarkan  peraturan  perundang-
undangar,

Pasal 3

Dalam menyelerpggarakan  ‘ugss sebageimana dimalesud dalam

Fasal 4 UPT Sckolah Dasar Negeri mompunyai [ungsi @

a, menyvelenggarakan kegiatan pendidilkarn;

b, membing kesiswaan,

¢, melaksanagkan bimbingan dan penilaian bagl gurn dan tenag:
kependidikan lainnva;

d. menvelerggarakan administrasi sekoiah;

g, meréncanakan pengombangan, PERdeyEguUNaan, chert
pemeillaraen SHrEnE DrESaTans;

f  melaksanakan hubungzn sckolah dengan linghungan, orang tua
dan/masyarakat;

g meolalsanaksn  relocutmen  siswa berdesarkan poraturan
perundang-undangan; dan

h. melaksanalkan tugas-tugas lain vang ciberilkan oleh kepals dings.

Bagian Kehga
Susunan Urganisasl

Pasal §

Strultur Crganisast UPT Sckolah Dasar Negeri terdiri atas

a. Kepala UPT Seleolah Dasar Megen;

b. Kepals Taiz Usaha;

c. Kepala Perpustakaan;

d, Kelompok Jabatan Fungsional Guru den fungsional lainnwva
dan

. Pelaksana

(1]

(2] Bagan struktur organisasi  UPT Selmolak Dasar Meger
sebagaimana dimaksud pada avat (1) tercantum datam lampican
I Peraturan Wali Kota ind.

Pasal 7

Kepala tats usaha sebagaimana dimmaksud dalam Pasal 6 Bym (B
husal by dipimpin oleh asorang pajabar Dungsional gurn dam fatsn
pejabat fungsional lainnva yang diberi tugas tambaban untul
melaksanalian  tugss, !‘ungm dan tgnggung jaweb mengelola
keratausahaan sekolsh, dan bertangungjawab kepada Kenala
HET:



{2) Pengangkatan kepala iata ugsha dilaksanzkan oleh kepala dinas
berdasarkan usulan dan Kepala UPT berdasarkan peraluran
perundang-undangan.

Pasal 8

[1} Jabatan kepala perpustakasn  scbagaimana dimaksud dalam
Pazal & agwyat 1] huruf c, direalizasikan pengisian jabetannve
berdasarkan kebutuban r#il dan  perpustakaannyes telah
memenuhi standar serta sesuai dengan peraturan perundang
undangan,

(2] Jabatan scbageimana dimalsud pads ayat (1), dipimpin okb
seorang pejabat fungsional guru, pustakawan danfatau pejabai
fungsioral lainnya yang diked tugas tambahap untek
melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawahb  mengelals
perpustakaan, dan bermangungjawab kepada Kepala UPT,

3] Tugas, fungsi dan tanggungawab sebagaimana pada avat [2)
diletapxan oleh kepals UPT herdasarkan peraturan perunclang
undangar.

41 Pengangkatan kepala perpustakdan dilalsanakan oleh Kepala
Dinas berdasarkan usulan dari Kepala UPT berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

BAR TTI
URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri

Fasal 2

Uraian Tugas Kepala UPT Sekolah Dasar MNegeri adalah:

a, melencanaksn plopram dan  kegiatan pembeizjaran  Sekolakh

Dagar Megeri dengan mempedomani rencang umuym kola, rencana

strategis, kuriktnlum, dan  rencana lkerjfa Dinas univk

terlakzananya sinergitas perencanaan,

menvusun  bahan kebjakan tcknisz operasienal, standas

operasionsl prosedur, standar kompelensi jabalan, analisi

jabatan, anelisiz beban kerja, evaluasi jabatan, dan stander

lainnya lingkup Sekolah Dasar Negerd untule ditetapkar lebih

lanjut oleh Eepala Dinas sehingga terselengparanva aktivitas dan

luges secard optimak;

¢c. membag tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan
penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawal ASN (reward and
punishment) dalam rangka untuk kelancaran ugas Sekolah Dasar
Megeri berdasarkan alas porgturean perundang-undangan;

d. menjabarkan visi ke dalam misi target mutu;

e, merumuskan tujuan dan larget muil yang aksn dicapad;

o
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menganalisis  tantangan, peluang, kekuatan, dan  kelemahan
scitolah;
melaksanslan snalisis dan keputusan anggaran sekolair sers
keputusan pentimg lainnya dengan melibatkan gury,  komae
sekolah berdasarkar: peraturan perundm‘lg-m‘lq‘augan'
malakgansizan komunileasi secsars prosktif dan persuasi? srdul
menciptakan dukungat intensit dari orang tua peserta didik dsn
meayaraial;
metjagn dan meningkatlkan motivast kevja pendidile dax _E..ﬁg
kependidikan:  dengan menggunakan gigtem pemberiar
penighargaall atas prestasi dan sangsi atas pelangearan peraluran
dan kode etilg
menciptalkan lUngkungan pembelajaran yvang efeltil bagi pescria
didik;
melaksanakan  tugas dan tanggung jawab atas perendanasn
partisipat! mengenal pelaksenaan korikoodom,
melalsanakan  dan  meromuoskan propram  supervisi,  Soria
memanfaatlean  hasil supervisi wntuk  meningkatkan  Kineya
seltolah;
melaksanakan penyusunan dan memutusican tata tertib proses
belajar mengapar dengan melibatican pihak | terlait unluk
meningkackan  mutu pendidikan  berdasarkarn peratiren
perundang-undangan; :
memfasilitasi pengembangan, penveharinasan, dar pP-].*—.*M—..n'l.-l.-;rl
vigl pembelajaran yang dikomunikasiltan  dengan  baik  cler
didultung ol=iv komunitas sekolab;
membantu, membina, dan mempertahanloat lingkungan seliotab
dan program pembelajaran vang lkondusif begi proses belaja
peseria didik dan pertumbuhen profesions] para gura dan tonsgs
kependidikan dengan memberi teladan dan menjaga nama baik
lembaga dan profesi;
melaksanakan manajemen organisasi dan pengoperastan sumber
diava sekolab untuk menciptalan lugkungan belajar yang aman,
sehat, efisien dan efeinif;
menjaling kerja sama  denpas orang tua peserta  didik  dso
masyarakat dan koemite sekolah menangeapl kepentingan dan
shutuhen omunitas yang beragam, dan memobiliszsi sumbes
dava masyarakas
melaporkan Dasil pelaksanaan lugas Kepada Kepala dinas; dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberkan oleh kepala dinas,

Busgian Kedua
Fepale Tata Usahe

Pas=al 10

Uraian Tugas Kepala Tata Usaha adalah;

-

menyigpkar  baban penyusunan  program den kegiatan
penbelajaran Sekolah Dasar Megeri denzan  mempedomant
rencana umurn Hote, rencane sirategis, kuriloulum, dan rencane
werja Dhitues untull terlaksananya sinergitas perencanaan;



-

menviapkan bahan  kebijaken  teknis  operasional, standasr
pperasional  progedur, standsr kompetensi  jabatan,  enalisis
jabatan, analisis beban leria evaluasi jabatan, dan standar
lainnya lingkup Sekoiah Dasar Negeri untuk ditetaphkan lebib
lanjut gleh Kepala Dinas sehingga tervselenggaranya aktivitas dan
tugas secara optimal; :

membagi tugas, pembimbitigan, penllaian, peaghargaan. dan
penegalian pemrogcsan Kedisiplinan Pegawai ASN (reward ard
punishment] lingkup Tata Usaha dalam rangka untuk kelancaran
tugas  Sckolah  Dasar  Meseri  berdasarkan  atas  permsfuren
perundang-undangan;

melakukan pengoordinasian dan penyelidan urdsan pembuluarn.
verifikasi, penghitungan anggaran, dan  pertanggubgaeaban
anggaran Sekolah Dasar Negers

melakukan urusan kepegawaian dan pengombangan pegewal o
linglkungan Sekolah Dasar Negers

melakukar pengoordinasian dan permvelipan urisan pembayversn
belania pegawai, belania berang, belanja modal, dan pembayerzn
leinmnya;

melakukean pengelolaan dals dan informasi pegawai;

melakukan fagilitasi peringkatan kompelensi pendidik dan tenags
kependidikars;

melakukan kot sama  di bidang  penpembangan dan
pemberdayaan pendidik dan renaga kependidikamn:

melakukan wusan pengelclaan persuratan, perpustakaan, dan
Eearsipan;

melakukan urusan publbikasi dan dokumeniasi;

melabkulan penyusunan  rencAns kebutohen,  pengadean.
penerimasn, inventarizasi, penvimpanan, penghapusan  dan
pendistribusian barang milik daerak;

. melakukan pengoordinasian dan ponveliaan urusen Eesimansan,
ketertiban, kebersiban, dan keindahzn di lingkungan Sekoiab
Dasar Wegery,
melakukan pengatu’an penggunas salana dan prasatana;
melzksanalan hubungan kerja sama dengan orang tia pesertsa
didils dar masyarakat;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepale Selolah
Dasar Negeri; dan C
melaksanakan iugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh’
Kepala UPT.

Bagian Ketiga
helompok Jabatar Fungsional Guru Dan fungsional lainnya

Pusal 11

Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional Guru Dan fungsional
nnyva adsalah :
melsloukarn tugas jabstan Tungsiong] guaru dan fungsicoeal lainiya
sebagdimana  butir-butir  keglatan wang  ditentukan  didzizm
peraturan jabatan fungsional gury dan fusgsional leinnyve dan
angla kreditnya,
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melaporkan hasi] pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT
melaksanakan tigas lain vang diberkan oleh Kepala UPT.

;AT

Bagian Keempat
Pelaksana

Pasal 12

Di  lingkungan: UPT dapat ditempatkan jabatan Pelaksa
berdasarksn kebuwuhan darl hasil analisis jabztan dan anaiisisi
beban kerje dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, '

Jebatan pelaksana mempunyai tugas melaksanalan tugas telons
operasionsal yang menjadi tugas dan tanggungiawabnyz selaku
Bbatan pelaksany sesusi dengan urelan tugas dard hasil goadise
jabatan dan analisis beban keria  berdassrkan  peraruran
perundang-undangan;

Pada UPT dapa: diangkat Bendahars Pembaniu atau Bendahsara
Lainnya  wang merupskan jabatan  Pelaksana  boerdasarken
Peraturan Perandang-undangan.

3AE IV
TATA HERJA

Pasel [3

Dalam rangks meninghstkan kualitas pelayvanan  pendidikan
farmal maka Kepala Dinas mengevaluasi danfetau menetapkan
stander  pelayanun, standar  operasional  prosedur, lotalk
penigadusn, serta secara berkala melaksanakan survel Xepussan
Masyarakat [SKM] pada Sekelan Dasar Negeri berdasarkan
peratiran perundang-undangan,

Dalam melaksanakan tugas Kepals UPT wajib  meneraplsn
prinstp koordingss INtEFTESE dan siphronisast Ut
tersglenggaranys  proses  belsjar  mengajar  dan  pelaysnan
pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Kepala UPT wajih mengawasi bawahannya dan bile  teriec
penyimpangan agar mengambil lzngkab-langkah vang diperlukan
sesudl dengan peraturan perundang-undangarn.

Kepala UPT bertanggung jawadb meminipin dan mengoordinasikar
bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk Sag
pelaksenaan fugas bawshannya.



{3} Hepala UPT wajib menpibuti dary mematubl peraturan perundgang-
undangsn dan  bertanggung jawab kepads Kepala Dinas dan
menyiapkan lsporan berkala tepat pada waktunyva.

(5) Setiap laporan yang ditenma oleh Kepala UPT ‘dari bawahannva

wajib diolah dan dipergpunskan scbegai bahan untuk penviisunan
laporan lebih lanjut dan bahan untuk meémberikan petunjuk

kepada bawahannya,

(7] Eepala UFT dalem penyampadian Japoran kepada Kepala Dhinas.
tembusan laporan wajib disampailan kepadsa satuan cepanisasi
lain yang secara fungsional mempunyal hubungan ker ja.

i8] Dalam rangka kelancarsn  pelaksanaan  tugas  Kepals U]
memberikan bimbingan kepada bawahan dan wafib mengadakan
rapat berlala.

Bag ¥
KETENTUAN PENUTUR

Pagzal 14
Peraturan Wali Kota ini mulal berlaku sejake tanggal diundanglan.

Agar  setiap  orang  dapa:r  mengetahuinys, memerintahlan
pengundangan Pergtumen Well Kota ini dengan Penemmpetant v
dalam Berita Daerah Kora Medan,

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal [4 Februar: 2018

WALL KOTA MEDAN,

trd

DEULMI ELDIN 8
Diundangkan di Medan
pada tanggal 14 Februar 2018
SEKRETARIS DAERAN KOTA MEDAMN,
rrd
SYAIFUL BAHRT S
BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2018 NOMOR 20 |
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HAMA SEHOLAH

B ALAMAT SEROLAH
i . OALAR KELURAHAN | KECAMATAN
09 150 NEGERL NO, 060960 [ BANGREA - |BELAWAN 11 MELAN BELAWAN
70 _|SD NEGERI RO, B60061 JL. CIPANAS 3 BELAWAN 1L MEDAN BELAWARN
71 |30 NEGER] NO. D6h9G62 an, vETERAN BELAWAN | MEDAN BELAWAN
72 |80 NEGER N0, OGAI6] JL. HIDAYAH = BELAWAN SICANANG. , MitlAN BELAWAN
| 73 |SD NECGERL NO. 060965 [JL. ASANAN BELAWAN | MEDAN BELAWAN
74 |30 NEGERI NO. (60966 JL HIU PAJAK, BARL o BAHACGIA MEDAN BELAWAN
75 |20 NEGERING, DG09G7 Jh, HIU PAJAI BARL BELAWAN BAHAGIA MEDAN BELAWAN
76 |80 NEGERL NO. 060968 JL. HIU PAJAK BARL BELAWAN BAHAGIA MEDAN BELAWAN
77 15D NEGERI NO. 060960 JL. CIMANUK BELAWAN 11 MEDAN BELAWAN
78 |SD NEGERI NO. 060070 JL. PROYEK LOR. VIl UMUNM BAGAN DELI MEDAN BELAWAN
70 |50 NEGERI NO. (64002 JL, VETERAN BELAWAN 1 MEDAN BELAWAN
| 80 [SD NEGERI NO. 064003 (L. CIMANUK BELAWAN I MEDAN BELAWAN
81 |SC NEGERL NO.0GH004 JL. PULAU NIAS HELAWAN BATIALR| MEDAN BELAWARN
_ 52 |80 NEGERI NO. 065005 Jl., P HIDAYAH BELAWAN SICANANG MEDAN BELAWAN
83 |30 NEGERI NO. 065006 JU PENGHUBUNG 11 P. SICANANG BELAWANSICANANG MEDAN BELAW AN
84 |50 NEGERI NO. DB5DOT JL. PENGHUBUNG IV P. SICANANG BELAWAN SICANANG MEDAN BELAWAN
&5 |50 NEGER] NO. 55008 JL. PENGHUIBUNG 101 P. SICANANG _|BELAWAN SICANANG MEDAN BELAWAN
| 86 _|SD NEGERI NO. 065009 LORONG 11 VETERAN BAGAN DELL BAGAN DELI MEDAN BELAWAN
87 |SD NEGERI HO. 065010 KP. SENTO3A BARAT P, SICANANG BELAWAN SICANANG MEDAN BELAWAN
a8 (50 NEGERL NO. 066669 Jl. KELAPA KOMP. RS, KUSTA  |BELAWAN SICANANG MEDAN BELAWAN
50 |50 NEGERI NO. 066670 JL. KOMP, 5. KUSTA P. SICANANG BELAWAN SICANANG MEDAN BELAWAN
90 |SD NEGERI NO. 068000 KAMP. NELAYAN LINGEUNGAN Xl BELAWAN | MEDAN BELAWAN
91 |80 NEGERI HO, 060940 JLKLYOS SUDARSO KM, 12,5 TITI PAPAN MEDAN DEL]
| 92 |SD NEGERI NO. 060041 JLE.LYOS SUDARSD KM. 12,5 TITI FAPAN MEDAN DELI
93 18D NEGERI NO. 060042 JL.K.LYOS SUDARSO KM.12.5 TITL PAPAN MEDAN DEL]
94 |SD NEGER] NO. 060943 JL. K LY0OS SUDARSD KM.B S5 TANJUNG MULIA MEDAN DELI
05 |SD NEGERI NO. 060944 JL. K.L.YOS SUDARSO KM.2.5 TANJUNG MULIA MEDAN DELI
96 S0 NEGERI NO, 060946 JL. K.L.YOS SUDARSO KM.11 KOTA BANGLN MEDAN DELI
97 ISD NEGERI NO. 0604947 JLK.LY0OS SUDARSO KM.G,9 TANJUNG MULLA MEDAN DELI
8 |50 NEGER] NO. (63010 JL. PLATINA 1 G INPRES TITL PAPAN MEDAN DELI
98 |20 NEGERI NO. DE4011 JL. MANCGAAN VI PASAR 1T MABAR MEDAN DELI
100 |SD NEGERI HO. 064993 JL. SIDOMULYO LK.26 TANJUNG MULIA MEDAN DELI
Lo] |SD NEGERI NG, 064995 JL. ALUMUNIUM KOMPLEK BRAKUDA TANJUG MULIA HILIR MEDAN DELI
| 102 |SD NEGERI NO. 066434 JL., K.LYOS SUDARSO KM 11 KOTA BANOUN MEDAN DELI
103 [SD NEGERI NO. (66661 JL. PLATINA V GG KEBANGSAAN TITI PAPAN MEDAN DELI
104 |50 NEGERI NO. 067250 JI. MANGAAN 1 00, AMAL 1 MABAR HILIR MEDAN DELI
105 [SD NEGERI NO. 067251 JL., PLATINA IV LK. X1 TITI PAPAN MEDAN DELI
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